
SIDANG LANJUTAN BHARADA RICHARD ELIEZER
Asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Susi, usai ber-
saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah 
Yosua Hutabarat dengan terdakwa Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pu-
dihang Lumiu di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (31/10). Majelis Hakim 
Wahyu Iman Santoso memberi teguran kepada Susi dengan jerat pidana 
kesaksian palsu setelah dia dianggap tak konsisten atau berubah-ubah 
saat memberikan keterangan dalam sidang pembunuhan berencana 
Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
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JAKARTA (IM) – 
Penyidik Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) 
memeriksa Staff  Asisten 
Hakim nonaktif  Mahka-
mah Agung (MA) Sudra-
jad Dimyati, Faisal, Senin 
(31/10). Faisal  diperiksa 
sebagai saksi terkait kasus 
dugaan suap pengurusan 
perkara di MA.

Faisal tiba di Gedung 
Merah Putih KPK, Jakarta 
Selatan, untuk menjalani 
pemeriksaan..

“Pemeriksaan dilaku-
kan di Gedung Merah 
Putih Komisi Pembe-
rantasan Korupsi Jalan 
Kuningan Persada Kav. 4 
Jakarta, semua saksi hadir 
memenuhi panggilan riksa 
hari ini,” kata Kabag Pem-
beritaan KPK, Ali Fikri, 
melalui pesan singka, Senin 
(31/10).

Dalam kasus ini  KPK 
telah menetapkan 10 orang 
sebagai tersangka yakni, 
Hakim nonaktif  Mah-
kamah Agung, Sudrajad 
Dimyati (SD); Hakim Yus-
tisial sekaligus Panitera 
Pengganti MA, Elly Tri 
Pangestu (ETP).

Kemudian,  empat 
PNS MA, Desy Yustria 
(DY), Muhajir Habibie 
(MH), Nurmanto Akmal 
(NA), dan Albasri (AB). 
Selanjutnya, dua Pengacara 
Theodorus Yosep Parera 
(TYP) dan Eko Suparno 
(ES). Terakhir, dua Debitur 
Koperasi Simpan Pinjam 
Intidana, Heryanto Tanaka 
(HT) dan Ivan Dwi Ku-
suma Sujanto (IDKS).

Sementara Sudrajad, 
Elly, Desy Yustria, Muhajir 
Habibie, Nurmanto Ak-

mal, dan Albasri, diduga 
telah menerima sejum-
lah uang dari Heryanto 
Tanaka serta Ivan Dwi 
Kusuma Sujanto. Uang itu 
diserahkan Heryanto dan 
Ivan melalui Pengacaranya, 
Yosep dan Eko Suparno.

Uang tersebut diduga 
terkait pengurusan upaya 
kasasi di MA atas putusan 
pailit Koperasi Simpan 
Pinjam Intidana. Ada-
pun, total uang tunai yang 
di serahkan oleh Yosep 
Parera dan Eko Suparno 
terkait pengurusan perkara 
tersebut yakni sekira 202 
ribu dolar Singapura atau 
setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemu-
dian dibagi-bagi kepada 
hakim serta pegawai MA. 
Rinciannya, Desy Yustria 
mendapatkan jatah sebe-
sar Rp250 juta; Muhajir 
Habibie sebesar Rp850 
juta; Elly Tri Pangestu 
sebesar Rp100 juta; dan 
Sudrajad Dimyati sebesar 
Rp800 juta.

Sebagai pemberi suap, 
Heryanto, Yosep, Eko, 
dan Ivan Dwi disangkakan 
melanggar Pasal 5 ayat 1 
huruf  a atau b atau Pasal 
13 atau Pasal 6 huruf  a 
Undang-undang Pembe-
rantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU Tipikor) Jo 
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad, 
Desy, Elly, Muhajir, Nur-
manto Akmal, dan Albasri 
yang merupakan pihak 
penerima suap disang-
kakan melanggar Pasal 
12 huruf  c atau Pasal 12 
huruf  a atau b Jo Pasal 11 
UU Tipikor Jo Pasal 55 
ayat 1 ke 1 KUHP.  mei

Asisten Hakim Sudrajad Dimyati Diperiksa 
Terkait Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA
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Ribuan Aremania Tuntut Kejaksaan 
Kembalikan Berkas Perkara Tragedi Kanjuruhan
Ribuan Aremania mendesak agar  meno-
lak berkas perkara yang diserahkan pe-
nyidik terkait tragedi Kanjuruhan Malang 
yang menewaskan ratusan orang.

Tinggi bersikap adil dan me-
miliki tanggungjawab moral 
untuk dapatnya tersebut di-
lakukan sesuai dengan hu-
kum yang berlaku. Melakukan 
penanganan perkara Tragedi 
Kanjuruhan yang menelan ko-
rban 135 jiwa dilakukan sesuai 
dengan hukum yang berlaku,” 
demikian bunyi tuntutan Are-
mania yang dibacakan Imam 
Hidayat, Ketua Tim Advokasi 
Korban Tragedi Kanjuruhan 
(Tatak).

Selanjutnya, tuntutan ke-
dua yang dibaca Imam dengan 
memasukkan atau menerap-
kan Pasal 338 dan Pasal 340 
KUHP terkait penyelesaian 
Tragedi Kanjuruhan. Di poin 
ketiga tuntutan Aremania me-
minta agar Kejaksaan Tinggi 
(Kejati) Jawa Timur menolak 
atau mengembalikan berkas 
perkara yang disampaikan 
kepada penyidik Polda Jawa 
Timur karena tidak lengkap 
dan tidak seusai fakta hukum 
sebenarnya, atau diistilahkan 
menolak atau tidak melakukan 
P21 terhadap berkas perkara 
tragedi Kanjuruhan yang dis-
erahkan oleh penyidik Polri.

“Poin keempat meminta 
Kejaksaan memastikan agar 
seluruh penyelenggara dan 
seluruh tenaga pengamanan 
yang terlibat langsung dalam 
melakukan penembakan gas 

air mata di Stadion Kanjuru-
han untuk dapat diadili sesuai 
dengan hukum yang berlaku,” 
tutur Imam Hidayat, yang 
disambut teriakan dukungan 
dari Aremania yang melakukan 
aksinya di depan kantor Kejari 
Kota Malang.

Menanggapi hal tersebut, 
Kajari Kota Malang Edy Wi-
narko mengaku sudah mene-
rima tuntutan dari ribuan Are-
mania yang hadir. Ia pun telah 
mengkomunikasikan dengan 
Kepala Kejati Jawa Timur ter-
kait tuntutan Aremania.

“Tadi sudah saya terima, 
apa yang disampaikan oleh 
perwakilan dari saudara - 
saudara, kalian dan kita sudah 
Terima apa yang disampaikan 
pada mereka. Akan segera kita 
tindaklanjuti, mohon doanya 
supaya lancar dan mudah-mu-
dahan bisa diusut tuntas. Mo-
hon waktu untuk melaporkan 
dulu ke pimpinan,” ucap Edy.

Dia berjanji bakal menerus-
kan aspirasi dan berkomuni-
kasi terlebih dahulu ke Kajati 
Jawa Timur, terkait permintaan 
pengembalian berkas yang 
dilimpahkan penyidik Polda 
Jawa Timur.

“Nanti akan kita kabari 
lagi, kita akan komunikasikan 
dulu dengan pimpinan,” ujar 
Edy sambil meninggalkan 
massa aksi.  han

KOTA MALANG (IM) 
– Ribuan massa Aremania 
kembali turun kejalan dan 
mendatangi  kantor Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Kota Malang, 
di Jalan Simpang Panji Su-
roso Nomor 5 Malang, Senin 
(31/10). Mereka menuntut 
pengusutan tuntas atas tragedi 
Kanjuruhan Malang.

Fans Arema FC ini berge-
rak dari kawasan Arjosari ber-
jalan kaki. Mereka kemudian 
bergerak menuju kantor sambil 
menyanyikan tuntutan pengu-
sutan tragedi Kanjuruhan yang 
menelan 135 jiwa.

Poster tuntutan dengan 
narasi seperti ‘Dimana Hati 
Nuranimu’, ‘Revolusi P$$I’, 
hingga ‘Kemana Keadilan yang 
Ada Cuci Tangan’ dibawa oleh 
ribuan massa Aremania. Massa 
aksi juga kembali meng usung 

keranda dan boneka pocong 
menandakan korban 135 nya-
wa yang melayang di Stadion 
Kanjuruhan Malang.

Perwakilan massa aksi juga 
melakuka orasi. Di depan kan-
tor Kejari Kota Malang mereka 
kembali menyuarakan yel-yel 
dan tuntutan untuk ditemui 
oleh Kepala Kejari (Kajari) 
Kota Malang.

Seperti aksi sebelumnya, 
aksi Aremania kali ini pun 
berjalan tertib dan kondusif. 
Menariknya, tak terlihat ada  
aparat kepolisian berseragam 
untuk mengamankan aksi 
demo tersebut. Kalau ada  
anggota kepolisian mereka 
berpakaian preman atau pak-
aian non-dinas. Sementara se-
jumlah petugas dari Satpol PP 
dan sejumlah aparat keamanan 
internal Kejari Kota Malang, 

terlihat melakukan penjagaan.
Massa Aremania sempat 

ditemui oleh Kepala Kejari 
Kota Malang Edy Winarko. 
Kepada Kajari Kota Malang 
ribuan Aremania ini meminta 
agar ia segera mengkomu-
nikasikan dengan pimpinan 
di Kajati Jawa Timur untuk 
menolak berkas perkara yang 
diserahkan penyidik.

Paling tidak, pada aksi jilid 
tiga kali ini ada empat tuntutan 
yang disampaikan oleh ribuan 
Aremania yang hadir. Para 
Aremania ini juga menggelar 
aksi tahlilan di depan kantor 
untuk mendoakan 135 nyawa 
yang meninggal dunia di Sta-
dion Kanjuruhan, pada Sabtu 
(1/10) lalu.

Aremania membacakan 
tuntutan ini di hadapan Kepala 
Kejari Kota Malang Edy Wi-
narko, di mana di poin pertama 
Aremania menuntut Kejaksaan 
Tinggi (Kejati) Jawa Timur, 
agar bersikap adil dan memiliki 
tanggungjawab moral untuk 
dapat mengusut tuntas tragedi 
Kanjuruhan Malang.

“Meminta  Kejaksaan 

PAMERAN DIGDAYA WASTRA DI 
MUSEUM KEPRESIDENAN RI

Wakil Presiden Indonesia ke-6 
Try Sutrisno (kedua kanan) 
bersama anggota Fraksi PDI 
Perjuangan DPR RI Puti Gun-
tur Soekarno (ketiga kanan) 
mendengarkan penjelasan 
kurator pameran Didi Budiard-
jo (ka nan) saat pembukaan 
pameran Digdaya Wastra di 
Museum Kepresidenan RI 
Balai Kirti, Kota Bogor, Jawa 
Barat, Senin (31/10). Pameran 
yang diselenggarakan dalam 
rangka HUT ke-8 Museum 
Kepresidenan RI Balai Kirti 
sekaligus memperingati Hari 
Batik dan Hari Museum Indo-
nesia tersebut memamerkan 
keragaman khazanah wastra 
(kain tradisional) Indonesia 
dalam berbagai bentuk dan 
motif yang berlangsung hing-
ga 2 November 2022.

JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menetapkan 
enam orang sebagai tersang-
ka kasus suap lelang jabatan 
di Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Bangkalan, Jawa 
Timur. Salah satu  di antaranya 
adalah Bupati Bangkalan, Ab-
dul Latif  Amin Imron.

“Benar, saat ini KPK sedang 
melakukan penyidikan dugaan 
korupsi suap terkait lelang ja-
batan yang diduga dilakukan 
oleh kepala daerah dan beberapa 
pejabat di Pemkab Bangkalan, 
Jatim,” kata Kabag Pemberitaan 
KPK, Ali Fikri, melalui pesan 
singkat kepada wartawan di 
Jakarta, Senin (31/10).

“Telah ada beberapa pihak 
yang ditetapkan sebagai ter-
sangka. Sejauh ini ada enam 
orang tersangka,” ujarnya.

Ali masih enggan mem-
beberkan secara detail siapa 
saja pihak-pihak yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka 
terkait kasus lelang jabatan di 
Pemkab Bangkalan tersebut. Ia 
berjanji akan mengumumkan 
secara detail para tersangka serta 
konstruksi perkaranya setelah 
proses penyidikan dirasa cukup.

“Uraian perbuatan dan 
pasal yang disangkakan akan 
kami informasikan secara leng-
kap tentunya setelah proses 
penyidikan ini kami anggap 
cukup,” jelas Ali.

Ali mengajak masyarakat 
untuk turut serta mengawal 
setiap proses penefajan hukum 

KPK terkait perkara ini. Ia juga 
meminta kepada masyarakat 
untuk berperan jika memiliki 
informasi yang berkaitan dengan 
lelang jabatan di Bangkalan.

“KPK sangat terbuka 
untuk selalu memberikan 
perkembangan informasi dari 
kegiatan penanganan perkara 
ini,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, 
KPK telah mencegah Bupati 
Bangkalan, Abdul Latif  Amin 
Imron untuk bepergian ke 
luar negeri. Abdul Latif  Amin 
Imron dicegah ke luar negeri 
selama enam bulan ke depan 
terhitung sejak 13 Oktober 
2022 sampai 13 April 2023.

Tak hanya itu, tim KPK 
juga telah melakukan serang-
kaian penggeledahan di daerah 
Bangkalan, beberapa waktu 
belakangan. Tim menggeledah 
Kantor Pemkab Bangkalan, 
rumah pribadi Bupati Bang-
kalan, hingga sejumlah kantor 
Dinas pada Pemkab Bangka-
lan.  mei

Enam Orang Ditetapkan sebagai Tersangka 
Suap Lelang Jabatan di Pemkab Bangkalan

JAKARTA (IM) - Pre-
siden Joko Widodo berpe-
san agar Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) menjaga kon-
dusifitas dalam kompetisi 
pemilihan presiden (pilpres) 
2024. Hal tersebut disampai-
kan Presiden saat bertemu 
dengan Ketua Umum PKB 
Muhaimin Iskandar dan jaja-
ran pengurus PKB di Istana 
Kepresidenan pada Senin 
(31/10).

“(Soal) pemilu umum 
saja sih, umum saja karena 
relatif  kondisi kompetisinya 
cool. Tidak panas. Beliau 
pesan suasana seperti ini 
harus dipertahankan. Suasana 
cool, suasana kekeluargaan, 
kondusif, itu beliau mohon 
dipertahankan oleh partai-
partai,” ujar Muhaimin usai 
pertemuan. 

Sementara itu, saat dit-
anya apakah Presiden Jokowi 
juga mendorong agar PKB 
cepat mendeklarasikan calon 
presiden (capres) yang di-
usung, Muhaimin menegas-
kan hal itu tak dibahas. 

M e nu r u t n y a ,  P r e s -
iden Jokowi menyerahkan 
sepenuhnya kepada PKB. 
Dalam kesempatan itu, Mu-
haimin juga menjelaskan 
soal sapaan dirinya kepada 

Prabowo Subianto saat acara 
“PKB Road To Election 
2024” di Senayan, Jakarta, 
Minggu (30/10) siang. 

Menurutnya, sapaan itu 
merupakan penghormatan 
kepada tamu. Namun, Muha-
imin tetap meminta masyara-
kat menunggu pengumuman 
resmi dari PKB. 

“Tunggu pengumuman 
resminya. Tapi itu penghor-
matan tertinggi dari kami 
kepada tamu,” jelasnya. 

“Segera,  segera kita 
kabari kalau sudah. Kita 
masih menghitung segala 
macam,” tambah Muhaimin. 

Sebelumnya, Muhaimin 
menyambut hangat kehadi-
ran Ketua Umum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto 
dalam agenda “PKB Road To 
Election 2024” di Senayan, 
Jakarta, Minggu. 

Dalam pidatonya di ha-
dapan ribuan kader, Cak 
Imin menyambut kehadiran 
Prabowo dengan menyebut 
sebagai calon presiden (ca-
pres).

 “Yang kita muliakan, 
yang kita banggakan, calon 
presiden Republik Indonesia 
Pak Prabowo Subianto,” ujar 
Cak Imin dari atas panggung. 
 mei

Pesan Jokowi ke PKB Agar 
Suasana “Cool” Dipertahankan

JAKARTA (IM) - Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) berkomitmen 
menyelesaikan hasil investigasi 
tragedi Kanjuruhan di Malang, 
Jawa Timur, dalam beberapa 
hari ke depan. Komisioner 
Komnas HAM, Choirul Anam 
menyebut bahwa saat ini pi-
haknya masih terus menyusun 
laporan akhir atau hasil inves-
tigasi terkait tragedi dengan 
jumlah kematian mencapai 135 
orang itu. 

“Kami sendiri secara inter-
nal sedang menyusun laporan 
akhir. Semoga dalam hitungan 
hari ke depan ini laporannya 
sudah selesai. Dalam beberapa 
hari terakhir ini harus selesai,” 
kata Anam saat ditemui di Ge-
dung Komnas HAM, Jakarta 
Pusat, Senin (31/10).

Selain menyelesaikan lapo-

ran akhir, pihaknya juga ten-
gah berproses mengurus hal 
lainnya. 

Sejauh ini, kata Anam, 
K o m n a s  H A M  s u d a h 
mendapatkan undangan dari 
Polda Jawa Timur untuk ikut 
dalam ekshumasi dua kor-
ban Kanjuruhan. Dua korban 
itu merupakan putri Devi 
Atok Yulfi tri yang tewas dalam 
tragedi di Stadion Kanjuruhan.

 Devi Atok diketahui kem-
bali menyatakan kesediaannya 
untuk proses otopsi kedua 
putrinya setelah sebelumnya 
mencabut permintaan terse-
but. 

“Minggu kemarin kami 
mendapatkan informasi juga 
mendapatkan surat pernyataan 
Mas Devi Atok, termasuk juga 
kami mendapatkan undangan 
dari Polda Jatim untuk mengi-

kuti ekshumasi yang lanjut 
dengan otopsi pada tanggal 5 
besok,” ujar Anam. 

Menurut Anam, otopsi 
terhadap korban tewas atas 
tragedi tersebut sangat penting 
untuk mencari tahu penyebab 
kematian. Sebab, dari otopsi 
akan ditemukan penyebab 
kematian karena gas air mata 
atau hal lain. Otopsi juga 
merupakan usaha dari Devi 
Atok untuk mencari keadilan 
bagi seluruh korban yang me-
ninggal pada tragedi tanggal 1 
Oktober 2022 lalu itu. 

“Bagi Mas Devi atok kare-
na kami bicara langsung sama 
dia, dia mengatakan bahwa 
autopsi itu akan memberikan 
informasi kepada dia apa pe-
nyebab kematian kedua pu-
trinya, dan itu bagi dia sangat 
penting,” kata Anam.  han

Komnas HAM: Hasil Investigasi Tragedi 
Kanjuruhan Selesai Beberapa Hari Lagi

PENGUMUMAN
PT. BDC HOSPITALITY INDONESIA (“Perseroan”)

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang 

keputusan sebagai berikut:

DIREKSI

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengeksekusi dua 
terpidana perkara suap ter-
kait pengaturan sejumlah 
paket pekerjaan di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Penajam Paser 
Utara (PPU) Tahun Angga-
ran 2020-2021.

Keduanya yakni, mantan 
Plt Sekda PPU, Muliadi, dan 
eks Kabid Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga PPU, 
Jusman. Keduanya meru-
pakan orang kepercayaan 
sekaligus pengumpul uang 
suap mantan Bupati PPU, 
Abdul Gafur Mas’ud. 

Muliadi  dan Jusman 
dieksekusi setelah putusan 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) pada Pen-
gadilan Negeri Samarinda 
(PN Samarinda) yang telah 
berkekuatan hukum tetap 
alias inkrah.

“Tim jaksa eksekutor 
telah selesai melaksanakan 
putusan Pengadilan Tipikor 
pada PN Samarinda yang 
berkekuatan hukum tetap 
dengan terpidana Muliadi 
dkk,” kata Kabag Pemberi-
taan KPK, Ali Fikri me-
lalui pesan singkatnya, Senin 
(31/10).

Tim jaksa eksekutor 
KPK mengeksekusi Mu-
liadi ke Lapas Kelas II A Sa-
marinda. Sedangkan Jusman, 
dieksekusi ke Lapas Kelas II 

A Balikpapan.
Berdasarkan putusan 

Pengadilan Tipikor Samarin-
da, Muliadi dijatuhi hukuman 
empat tahun dan sembilan 
bulan penjara. Muliadi juga 
diwajibkan untuk membayar 
denda Rp300 dan uang peng-
ganti sebesar Rp410 juta.

Sedangkan terpidana Jus-
man, divonis empat tahun 
dan enam bulan penjara. 
Jusman juga dijatuhi huku-
man untuk membayar denda 
Rp300 juta dan uang peng-
ganti Rp53 juta.

Hakim menyatakan Mu-
liadi dan Jusman terbukti 
secara sah dan meyakinkan 
bersalah terlibat dalam perka-
ra suap terkait pengaturan 
sejumlah paket pekerjaan di 
lingkungan Pemkab Penajam 
Paser Utara (PPU) Tahun 
Anggaran 2020-2021.

Muliadi dan Jusman ter-
bukti bersalah membantu 
mantan Bupati PPU, Ab-
dul Gafur Mas’ud dalam 
menerima uang suap terkait 
sejumlah proyek di Penajam 
Paser Utara (PPU). Mulyadi 
dan Jusman adalah orang 
kepercayaan Abdul Gafur.

Mereka dijadikan sebagai 
representasi Abdul Gafur 
dalam menerima maupun 
mengelola sejumlah uang dari 
berbagai proyek untuk. Uang 
yang dikumpulkan itu selan-
jutnya digunakan untuk keper-
luan Abdul Gafur.  han

KPK Eksekusi Dua Terpidana Perantara 
Suap Mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud


